BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, setiap pemberian
hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
yang ditandatangi Bupati dan penerima Hibah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Bupati
dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah kepada pejabat yang yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-
jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah bebera pakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Dbersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006
Nomor 46,Seri A, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2012Nomor 1);



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 43 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran ,Pelaksanaan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran
,Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta  Monitoring Dan  Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ( Berita Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 43 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran ,Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta  Monitoring dan  Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-
jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial ( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2012 Nomor 23 ) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 13 ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan
diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat
yang ditunjuk.

(4) Dalam hal hibah berupa barang Bupati mendelegasikan
penandatanganan NPHD kepada masing-masing Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran .



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd
HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH
Pembina Tingkat I
NIP.19590911 198203 1 015




e PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No0.90 TELP.(0295) 691002, 691114, 693124
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
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NOTA DINAS
Kepada : Yth. Bapak Plt. Bupati Rembang
Lewat :  Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Dari : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang.
Tanggal : April 2014
Nomor : 030/ / 2014
Perihal : Permohonan penandatanganan naskah Peraturan Bupati

Rembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Bupati
dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah kepada pejabat yang yang ditunjuk.

Guna untuk kelancaran pelaksanaan pemberian
hibah berupa barang, Bupati mendelegasikan penanda-
tanganan NPHD kepada masing-masing Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran

Untuk itu mohon perkenan Bapak Plt. Bupati untuk
menandatangani Peraturan Bupati Rembang tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial

Demikian atas perkenan Bapak Plt. Bupati di
sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

MUSTA’IN, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19661204 199303 1 004




